
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRSTRUKTUR 
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan Anti Penyuapan dalam rangka memenuhi arahan 
Menteri PUPR terkait 4 Big NOs, yaitu:

a. No Gift (Tidak menerima hadiah atau grati�kasi dalam bentuk apapun juga/yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku)

b. No Bribery (Tidak menerima suap menyuap dalam bentuk apapun juga).
c. No Kickback (Tidak menerima komisi atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun juga)
d. No luxurious Lifetyle (Tidak menerima jamuan berlebihan)

Menyediakan Kerangka Kerja dalam rangka mencapai sasaran anti penyuapan;
Meningkatkan kepedulian anti penyuapan dengan i’tikad baik dan atas dasar keyakinan yang wajar 
tanpa rasa takut akan tindakan balasan;
Melakukan peningkatan berkelanjutan dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan;
Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan;
Menegaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan.
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